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Ahstrak

Indonesiz merupakan negara demokrasi yang memberikan perlindungan terhadap
hak dan kebebasan bag warganya untuk menjalankan dan men ganul suatu agama. Namun,
vang terjadi adzlab banyaknya aliran keagamaan yang kemudian lahir dengan berbagai
penyimpangan, schingea menumbuikan keresahan dalam kehidupzn masyarakat. Oleh
karena i, negara membeniuk suatu tim vang discbut Tim Koordinasi PAKEM untuk
melakukan pengawasen terhadap bal tersebut. Salah sale dad angpota tim itu adalah
kejeksaan. Untuk mengetabui pelakssan tugas tersebut, maka penulis memilih Juilu]
“Pelsksanaan Pengawasan Oleh Kejaksasn Negeri Terhadap Aliran Keagamaan yang
Menyimpang di Kota Padang” Adapun beberapa masalah yang terkail dengan judul
tersebul, di antaranya yakni mekanisme vang dilakukan sebelum hikeluarkanova surat
Heputusan pelarangan terhadap suaru aliran kepercayvaan’ keagamaan oleh pihak kejaksaan.
bagzimanzkah koordinast antara pihak kejukssan dengan anpgota Tin Keordinasi PAKEM
lainva, dan kendala-kendala sps saja vane ditemui oleh kejaksaon dalam melakukan
tagasnya di iidang tepsebut, Penulisan skipsi ind mengounakan metode vurdis sosiologis,
denzan melihat penerapan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarskar, Berdasarkan
Jasil dum penelinan yang telah dilakukan, dapat disimpulkon bahwa, Pertama, surad
seputusan pelarangan terhadap aliran kepercayasn/ kezsamazn dapat dikeluarkan oleh
pemerintah dan ataupun oleh Tim Koordinasi PAKEM, Surac zepulusan pelarangan
dikeluarkan serelah dilzkukan pengawasan, pemeriksaan, rapal dan koordinasi lebih lanju
mengenal suaty alivan kepercavaan’ keagmmnann, Kedoa, koordinasi antara Tim Kodrdinas;
PAKEM dapat dilakukan dalam forum rapat resmi ataupun dalarm kegiatan-kegiatan vang
dertyjean untuk membing stan mengarahkan sikap dan perilaku beragmma masyarakat.
keetiga. kendala vang dihadapi oleb kejeksasn vaitu perpindahan tempat berkembangnye
alizan kepercavaan, wakiu, dan keterbatazan dari sural pelaranezan itu sendin,



BALI

PENDAHULUAN

AL Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai hangsa yang didinkan berdasarkan falsafish Pancasila.
senantiasa memegang tegull cita-cita perjuangan bangsz vang telah dirintis oleh para
pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan. Ketentusn sila permama Pancasila wvakni
“heluhanan Yang Mahka Esa”, menunjukian bahwa bangsa Indonesia menaroh perhatian
terhadap kehidupan beragama dim kerukunan antar wnat beragama, intern umat beragama,
dan kerukunan antars wiat beragama dengan pemerintah, Berbeda dengan pemikiran barat
vang memisahkan antara agsama. nesara, dan kun.! Indonesia bukanlah sebuah e
agama yang mengatur dan memberlakukan aturan hukom & negsranya sesuai dengan
wetentuan hukum suatu agama lerlenty, dhamun. meskipun demikian, [ndoncsia juso
sukanlah negara sekuler yang menusahkan anlara vrusan agama dengan wrosan hukwm
atzn urusan negars karena keludupan beragama juga menjadi bagian vang diatur dalam
setentuan bukum di Indonesia, untuk menjaga kerekunan, keamanan, dan ketertiban dalam
masyarakal, Ketentuan sila perlama Pancasila tersebur menurwt K. Wantjik  Saleh,
merupakan suatu perwujudan bahwa kahadupan manusia tidak dapar dipisahkan dari
czama, karena agama adalah salab satu tiang pokok dalam kehidupan manusia dan bais
cergsa, agama merupakan sendi dan keludupan negara dan vnsur mutlak darl eational
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Rehidupan beragama perlu mendapatkan tempst, pengaturan, dan perlindungan dar
negara karenn hal ity merupakan salah satw hak asasi manusia. Sehagaimana yang
discbutkan dalam peraturan perundnag-undangan hebwa masyarakat ataw rakvat Indonesiz
mempunyal kebebasan untuk memelok agama dan beribadah menurat agama dan
kepercayazn yang dianutnya’ Suatu kewsjiban baz negara untuk melindungi hak-hak
warganya. menjunjung tinggl, serta memberikan kebehasan  bagi warganya untuk
mempernleh dan  mendapatkan hak-hak tersehut. Pemberian kebebasan atas pelakzanain
fak-hak tersebut bukan berarti sebebas-bebasnya tanpa batas, karena hak seseorang tidak
boleh merugikan alaupun bertentangan dengan bak vang dimiliki oleh orang lain dan juga
tilak aleh bertentanuan dengan kepentingan umum. T4 samping hak, jups ada kewajiban
vang harus dilaksanakan.

Pelaksmmaan hak dan kewajiban tidak boleh Sertentzrean dengan ketentuan hukoum
dan peraturan perendang-undanoan vang herlaku, metiap hukum pada prinsipnya tidal:
olel menghalangt hak-lak manusia, kecouali dalam hal-hal tertentu hak seseorans periy

Lbatasi AnEr liclak mer leLﬂﬂ Lrng |"|'|I.1__ :'|'|.:|~.;|_]'|-|-.,f;_ ]'IlLl"*-'iH:lI'IH]-;dﬂ kE.‘.'-"I.EI.[:"!n agama yangy
dapat meresahkan masyarakat.” Pembatasan it bertcjvan unruk menciptakan dan menjao:
seamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasvarakat dan bernegara,

[ndonesia merupakan negara majemuk yang terdin dar berbagai macam corak
sehidupan dan akan berbeda di setiap daerahnya. Wamun, perbedaan tersebuf merupakarn
susti sarana yang dapat menjadi pemersata dan dapat juga menjadi alat pemecah belah
<aincdupan bangsa jika tidak disikapi dengan arif dan bijaksana. Kemajemukan tersebui
cox terjadi dalsen berbagal aspek kehidupan masyarakat, seperti agama, suku bangza.

=enizsaan, adat istiadat dan lain sebapsinya, Dalam perkembangannya, dard waktu ke
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telab dijelaskan pada Bab 111 di depan. maka ada

beberapa kesimpulan wvang dapat  diambil mengenal pelsksanzan  pengawasan  oleh

kejaksaan negeri terhadap alian keagamaan yang menvimpang di kota Padang,

Kesimpulan ita meliputi;

1

Bahwa terhadap suatu aliran keagamaan dapat dilakuken tindaken hukum apabila
telah ada surat pelarangan mengenai aliran kepercayaan ity haik vang dikeluarkan
aleh pemerintah ataupun pibak kejaksaan, Surat pelarzngan vang dikeluarkan oleh
epaksaan akan melahu mekanisme sebagai berikut: adenya laperan atau infonmasi
baik dari masvarakat ﬂtﬂup.ma dart Tim Koordinast PAKEM, kemudiar dibahas
dzlara rapat Tim Koordinasi PAKEM, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di ternpal
berkembangnya alivan keagamaan tersebul. Hasil pemeriksaan dibabas kembali
dalam rzpat dan meminta pandapat majelis wlama. Pendapat atau Fatwa MUIL
terschut  mesupakan  Jandasan  dalem  membieal  surar pelarangan.  Adanvs
nengawasan dan pelarangan terhadap scatu aliran keagamaan yang MEnyHIpants
merupakan langkah awal untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan atau
tindakan vang diduga merupakan suatu tindak pidana.

Bahwa sebagai satu tim, kejaksaan yang tergabung dalam Tim Koordinasi PAKEM
harus melakukan koordinast denpgan instansi terkait dalam melakukan selinp

tindakan atas dasar tugas dan wewenang sebagai pengawas alitan keagamazn,

sebagamana vang dijelaskan dalzam penjelasan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang
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